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b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, dalam keadaan darurat, pemerintah daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan anggaran perubahan APBD,
mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan serta keperluan
mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat;

Kariangau Kelurahan
Balikpapan Barat Kota

Penyeberangan Ferry
Kariangau Kecamatan
Balikpapan;

a. bahwa adanya kebutuhan pengeluaran yang
sangat mendesak pada Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi
Kaliamantan Timur yaitu kekurangan alokasi
belanja untuk Penanganan Longsoran di
Pelabuhan Ferry Kariangau Balikpapan
sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur
dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 364/K.238/2018 tentang Penetapan Status
Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Area
Fasilitas dan Jalan Masuk Pelabuhan

Menimbang

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAANRUANG DAN

PERUMAHAN RAKYATPROVINSI KALIMANTANTIMUR

TENTANG

NOMOR 36 TAHUN 2018

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TJMUR



3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Mendahului Penetapan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi
Kalimantan Timur;

c. bahwa berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
160/ I.2-796 / Set.DPRD Perihal Pelaksanaan
Anggaran Mendahului Penetapan P-APBD Tahun
Anggaran 2018, untuk penanganan kerusakan dan
dampak akibat tanah longsor serta pencegahan
putusnya badan jalan menuju Ferry Kariangau
melalui mekanisme Pergeseran Anggaran dari
Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimatan Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Tim Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang

selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya
disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTANTIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54
Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran
Pedapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 54);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
TimurTahun 2018 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Pengeluaran sangat mendesak yaitu kekurangan alokasi belanja untuk
Penanganan Longsoran di Pelabuhan Ferry Kariangau Balikpapan pada
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Provinsi Kalimantan Timur sebesar RpA.O 16.100.000,00 (Empat milyar
enam belas juta seratus ribu rupiah).

Pasal4

PENGELUARANYANGDILAKSANAKANMENDAHULUIPENETAPAN
PERUBAHANAPBD TAHUNANGGARAN2018

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAANRUANGDAN
PERUMAHANRAKYATPROVINSI KALIMANTANTIMUR

BABIV

Revisi Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp. 17.000.000.000,00
(Tujuh belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 12.983.900.000,00 (Dua
belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu
rupiah).

Pasal3

BAB III
SUMBER DANA

(2) Peraturan ini adalah untuk merealisasikan pengeluaran sangat
mendesak yaitu kekurangan alokasi belanja untuk Penanganan
Longsoran di Pelabuhan Ferry Kariangau Balikpapan pada Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi
Kalimantan Timur.

(1) Peraturan iru adalah sebagai landasan pelaksanaan APBD
mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal2

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

5. Belanja adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pad a suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2018 NOMOR 36

H. SUR TO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

DR. Hj. MEILIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVoKALTIM

KEPALA BI HUKUM,ttd

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 September 2018

DR. H. AWANGFAROEK ISHAK

ttd

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Agustus 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa16

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2018 selanjutnya akan diadministrasikan dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasa15
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